
  

 
  

 
WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN  WALIKOTA  PONTIANAK 

NOMOR    94   TAHUN  2016 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN 
DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 

 
Menimbang : a. 

 
 
 

bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam        

Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL menyatakan 
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan 

sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-
benar sudah melakukan perekaman Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik  dan yang bersangkutan telah 
terdata dalam database kependudukan;  

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan 
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; 
  

Mengingat : 1. 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
 

 
 

SALINAN 



 

  3. 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5475); 
 

  4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4588); 

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4736); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4826); 
 

  10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010  tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 

  11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 



  

  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pencatatan Nikah; 

 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 

2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan; 

 
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 
 

  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan; 
 

  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan 

Penerapan Standar Pelayanan; 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan  
Kepemilikan Akte Kelahiran; 

 
  18. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari 

Walikota Kepada Camat Se-Kota Pontianak (Berita 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 49); 

 
  19. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah 
Kota Pontianak  (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 

2014 Nomor 20); 
 

  20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana 
Pelayanan Umum; 
 

  21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
 
 

MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pasal I 
 

Beberapa  ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di 
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 

2013 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota  Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah 
Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 29) diubah, 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 4 
 

(1) Jenis pelayanan di Kecamatan, meliputi : 

a. pelayanan penerbitan akta jual beli/hibah/pembagian hak bersama; 
b. pelayanan pengesahan surat keterangan waris; 

c. pelayanan pengesahan usulan pensiun; 
d. pelayanan surat domisili usaha; 
e. pelayanan surat keterangan pengajuan kredit usaha kecil; 

f. pelayanan surat dispensasi nikah Islam/non Islam; 
g. pelayanan surat keterangan belum cukup umur; 
h. pelayanan pengesahan surat keterangan tidak mampu; 

i. pelayanan pengesahan permohonan pemasangan pdam  
j. pelayanan pengesahan surat pindah datang; 

k. pelayanan surat keterangan pembangunan tower; 
l. pelayanan pengesahan surat pindah;  
m. pelayanan pengesahan surat masuk abri; 

n. pelayanan surat keterangan usaha;  
o. pelayanan pengesahan surat persetujuan lingkungan 

p. dihapus; dan 
q. pelayanan surat pengesahan usulan pensiunan non Pegawai Negeri 

Sipil (asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentara 

Nasional Indonesa/Polisi (Asabri TNI/Polisi).                  
 

(2) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perizinan dan lain-lain 

yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-
undangan. 

 
(3) Jenis pelayanan di Kelurahan, meliputi : 

a. pelayanan surat pengantar nikah; 

b. pelayanan surat keterangan penguasaan tanah; 
c. pelayanan registrasi surat pernyataan tanah; 

d. pelayanan registrasi surat kuasa; 
e. pelayanan surat keterangan kematian; 
f. pelayanan registrasi surat pengesahan tanda bukti (SPTB) pensiun; 

g. pelayanan surat keterangan janda/duda; 
h. pelayanan surat keterangan belum menikah; 
i. pelayanan surat pengantar ijin keramaian; 

j. pelayanan surat pengantar kartu keluarga; 
k. pelayanan surat keterangan tidak mampu; 

l. pelayanan pengesahan surat permohonan KPR; 
m. pelayanan surat keterangan untuk pengajuan kredit; 
n. pelayanan surat keterangan domisili usaha; 



  

o. pelayanan surat keterangan domisili sekretariat partai politik/lembaga 
swadaya masyarakat (lsm); 

p. pelayanan surat pengantar kartu identitas penduduk musiman 
(KIPEM); 

q. pelayanan surat keterangan pindah keluar; 

r. pelayanan distribusi beras miskin (RASKIN); 
s. pelayanan surat keterangan waris; 

t. pelayanan surat pengantar surat keterangan catatan kepolisian(SKCK); 
u. pelayanan surat keterangan pindah datang;  
v. pelayanan surat pengantar cerai 

w. pelayanan registrasi relass dari pengadilan; 
x. pelayanan surat keterangan kematian non SIAK; 

y. pelayanan surat persetujuan lingkungan; dan 
z. pelayanan surat keterangan penghasilan. 

 

(4) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perizinan dan lain-lain 
yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal II 

 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR  

 

 

Salinan  sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

ZETMAWATI, SH., MH 

        Pembina Tk.I 

NIP. 19620811 198607 2 002

Ditetapkan di   Pontianak 
pada tanggal  30 Desember  2016 

 
WALIKOTA  PONTIANAK, 

        ttd 

        SUTARMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal   30 Desember  2016 
 

PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 

                           ttd 
 

                      ZUMYATI 



 

 


